PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG – UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Novy Septia Dewi1
1Fakultas Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia.
novysd@gmail.com

ABSTRACT

With the issuance of Law No.23 of 2002 on Child Protection Child Protection is mentioned understanding of all activities to ensure and protect children and their rights in order to live , grow, develop and participate optimally in accordance with the dignity of humanity , and got protection from violence and discrimination .
       The use of the term sexual harassment in the title has a broad meaning that sexual harassment has a broad meaning , namely of activities that are assumed to lead to sexual harassment , such as touching or groping body parts that are sensitive or vital . And the authors provide restrictions on the problem of sexual intercourse that occurred against minors committed by an adult .
        Fit the real conditions that exist that the implementation of the legal protection of children has been conducted by law enforcement authorities to request the testimony of the victim who was accompanied by parents and agencies engaged in the field of women and children
        Based on the results of the study authors in Samarinda Police and Child Protection Agency ( LPA ) Samarinda child protection is based on the data and information it can be concluded that the authors expected that law enforcement authorities , lembag - related institutions , families and communities can continue to work together to provide care and legal protection to victims of sexual abuse as a support to avoid the trauma of harassment in the future so that this nation has a better generation
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I. 
II. PENDAHULUAN
Di Indonesia dalam kurun waktu ini perkembangan anak sangat memprihatinkan, hal itu bukan hanya pernyataan semata, tetapi fakta yang memang ada dan harus mendapatkan perhatian serius orangtua, keluarga, aparat hukum dan pemerintah terkait. Kondisi yang seperti ini sebenarnya telah disadari benar adanya oleh masyarakat Indonesia dan juga Pemerintah. Hal ini terbukti dengan menjamurnya pertumbuhan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan nasib anak Indonesia, dan ada itikad baik pemerintah untuk mengatasi keadaan tersebut dengan mengeluarkan peraturan yang lebih khusus untuk menjamin adanya perlindungan terhadap anak.
Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat. Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi, tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak negatif, seperti yang telah terjadi di masyarakat, antara lain perkosaan, pelecahan seksual, dan pornografi.
Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban yang merasa harga dirinya terinjak-injak. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya.
Kajian dalam proposal ini merupakan penelitian hukum, data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dari hukum positif yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian diinterpretasikan dengan metode dedukatif. Adapun perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah belum genap berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur pada Pasal 287, Pasal 290, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 (pengertian tentang kejahatan susila), sedangkan berdasarkan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 71 dan termasuk dalam Undang-undang Pornografi No.44 Tahun 2008 dalam BAB III (Perlindungan Anak) Pasal 15 dan 16. 
Berkaitan dengan kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antar negara lebih terasa besar pengaruhnya dan dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya khususnya pada generasi muda. Sejalan dengan permasalahan tersebut Pemerintah telah mengantisipasi dengan lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 2002. Anak adalah masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental, spiritualnya secara positif. Terutama disaat ia mengalami masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang disebut masa remaja.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai buku Y.Singgih D.Gunarsa tentang Psikologi Remaja maka ada dua pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penilaian atau pengukuran terhadap tindakan pelecehan seksual. Pertama adalah SEQ (Sexual Experiences Questionaire) yang menilai pelecehan seksual secara psikologi seperti rasa kurang nyaman dalam lingkungan kerja atau dalam organisasi akibat lelucon seksual. Kedua adalah ISH (Inventory of Sexual Harassment) yang menilai pelecehan seksual dalam bentuk tingkah laku.³ Rentang pelecehan ini sangat luas, yaitu salah satunya memberikan iming-iming kepada anak tersebut sehingga anak tersebut mau mengikuti apa yang dikatakan oleh pelaku. 
	Proses perkembangan yang dialami remaja akan menimbulkan permasalahan bagi remaja sendiri dan orang-orang yang berada dekat dengan lingkungannya.
Bagi aparat Penegak Hukum dalam menyikapi kasus-kasus tersebut seharusnya lebih cepat dan tanggap karena permasalahan anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak harus diprioritaskan hal-hal menyangkut tanggung jawab pihak Kepolisian sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum seperti halnya harus benar-benar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku baik sesuai peraturan yang berlaku.
Penggunaan istilah pelecehan seksual dalam judul ini mempunyai makna yang luas bahwa pelecehan seksual mempunyai arti luas yaitu tentang aktifitas yang berasumsi pada pelecehan yang menjurus pada seksual seperti, menyentuh atau meraba-raba bagian-bagian tubuh yang sensitif atau vital.
Disamping itu juga dapat berarti suatu aktifitas hubungan seksual yang dilarang oleh hukum dan masih banyak lagi. Dalam kamus hukum pada bab kejahatan kesusilaan tidak ada istilah pelecehan seksual, di sana hanya ada istilah pemerkosaan, persetubuhan, perzinaan, perbuatan cabul dan lain sebagainya.
Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.

III. PERMASALAHAN
Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.
Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :
a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 ?
b. Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 ?
Penelitian ini difokuskan pada masalah tentang persetubuhan yang terjadi terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa.

IV. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Polresta Samarinda.
Pengumpulan data dengan cara Literature Research dan Documents Research.
Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian verifikatif  atau yang bersifat kausalitas, yakni penelitian yang mencari hubungan antara variabel sebab dengan variabel akibat.
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.  Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban   Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang No.23  Tahun 2002
Fenomena tindak pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk di eksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus pelecehan seksual anak yang terjadi di Indonesia khususnya yang terjadi di Samarinda dalam Tahun 2010 s/d 2012 sejumlah 3.235 kasus dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.
Sebagaimana pengaturan berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa  yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua, dan juga termasuk dalam Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. 
Adanya kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab kepada :
1. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24);
5. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25).

Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis telah melakukan wawancara dengan Penyidik di Polresta Samarinda yang diwakili oleh Kanit III Serse Kriminal Bapak IPDA Sus Irianto tertanggal 22 April 2013 bahwa pemeriksaan korban di laksanakan di ruang kerja tersendiri, yaitu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi korban pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, namun sebelumnya jika terjadi kasus-kasus tentang anak-anak yang mengalami pelecehan seksual ditampung dalam tempat, yaitu Bagian Pidana Umum di Polresta Samarinda. Adapun  penyidikan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak dibawah umur, seperti halnya perbuatan cabul, perkosaan, sodomi, dan lain-lain, sebenarnya hal tersebut dilakukan oleh Penyidik Khusus Wanita yang bertugas sebagai Penyidik untuk memberikan semangat dan dorongan psikologis bagi korban.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, sesuai data kasus anak di Samarinda menjelaskan bahwa sebagaimana dalam Tabel 1 adanya peningkatan kasus-kasus anak tersebut hal ini disebabkan adanya berbagai faktor penghambat baik internal maupun eksternal, dan juga adanya berbagai faktor pendorong.
Adapun faktor penghambat terjadinya pelecehan seksual yaitu :
a) Spiritual yang lemah;
b) Kebutuhan biologis, sakit jiwa, dan daya emosional;
c) Pemanfaatan kedudukan;
d) Kelalaian orangtua;

Sedangkan faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual yaitu :
a) Kemiskinan dan pengangguran;
b) Ketimpangan jender antara laki-laki dan perempuan;
c) Kekecewaan dan frustasi pelaku akibat kompleksitas persoalan hidup;
d) Minusnya keteladanan dari pemimpin;
e) Kegagalan keluarga dan lembaga pendidikan dalam menghadirkan nilai-nilai moral dan karakter; dan
f) Faktor dari pelaku sendiri seperti niat jahat yang didorong karena mabuk minuman keras dan juga menonton video porno.
Sebagaimana pelayanan yang telah diberikan kepada korban dapat diambil kesimpulan penulis bahwa dari berbagai pelayanan tersebut di atas menunjukkan presentasi angka cenderung lebih meningkat dan untuk Pelayananan Hukum  sejumlah (42%) bagi korban pelecehan seksual.
Adapun peran serta LSM-LSM yang bergerak dibidang perempuan dan anak-anak boleh mendampingi korban pada tahap : Pelaporan, Penyidikan, Penuntutan di Pengadilan sampai dengan proses persidangan, dan orang tua juga dapat berperan untuk mendampingi.
Bentuk perlindungan yang diberikan Polresta Samarinda yang lainnya adalah dalam hal meminta kesaksian kepada korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Korban dalam memberikan kesaksiannya dapat didampingi oleh Orangtua atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bergerak dalam bidang perempuan atau anak.
Berkaitan dengan upaya perlindungan anak maka Pemerintah Indonesia khususnya Samarinda sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 33 Ayat (1) menyatakan secara tegas bahwa: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, sedangkan Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.
Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dalam Pasal 13 Ayat (1) menyatakan “Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi,eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”.
Seperti  halnya yang tergambar pada analisis situasi dan kondisi anak Indonesia dibawah ini, yaitu:
Maraknya aksi pelecehan seksual yang akhir-akhir ini terjadi pada anak di Indonesia, baik berupa pelecehan fisik, psikis maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali mnejadi korban. Pada umumnya anak sangat rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa dan secara psikologis masih labil. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana.
        Hal ini dipertegas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur Tentang Perlindungan Khusus, sebagai berikut : 
“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.
Selanjutnya dari hasil wawancara di Polresta Samarinda untuk mengetahui berbagai tindak perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada prinsipnya dalam kenyataannya sudah dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Berdasarkan kondisi riil yang ada di Samarinda dan sesuai hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah peran serta aktif Aparat Penegak Hukum demi terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat bahwa anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Namun jumlah kasus anak di Samarinda saat ini sudah mencapai sebanyak 3.286 kasus sehingga hal yang demikian masih jauh dari harapan pelaksanaan Undang-undang No.23 Tahun 2002 karena melanggar adanya Pasal 59, Pasal 64 Ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak.

4.2. Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002
Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (victims of crime), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan penanganan tindak pidana pelecehan seksual di Kota Samarinda terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Adapun hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dapat dirinci sebagai berikut :
1. Korban pencabulan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindak kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan. Korban (saksi) tidak berani untuk memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah. 
Adapun berkaitan dengan korban pencabulan seringkali menjadi korban ganda yaitu ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit;
2. Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban perkosaan, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan;
3. Tentang ketentuan perundang-undangan yang saling bertentangan; 
4. Pembaharuan hukum ternyata belum didahului dengan persamaan persepsi sehingga ada penyelundupan ketentuan hukum yang tidak benar;
5. Masih adanya ketentuan hukum positif peninggalan colonial Belanda yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman;

6. Adanya peraturan perundang-undangan yang belum ada peraturan pelaksananya, sehingga menyulitkan penegakannya;
7. Tidak adanya perundang-undangan yang sedemikian lengkap yang dapat mengatur semua perilaku manusia; 
        Dalam kenyataannya berdasarkan kondisi riil yang ada maka dari berbagai hambatan tersebut diatas dapat dirumuskan mengenai solusi atau penyelesaian sebagai berikut :
1. Korban pencabulan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindak kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut. Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pencabulan terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya.
2. Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi korban pencabulan, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan. Korban pencabulan seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit. Penyelesaian hambatan tersebut adalah perlunya korban memproleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.
Berkaitan dengan adanya solusi yang ditempuh maka berdasarkan kondisi riil di Kota Samarinda bahwa korban tindak pidana pelecehan seksual anak dapat di tekan presentasinya dengan cara memberikan perhatian dari Orangtua, Masyarakat, Aparat Penegak Hukum, Pemerintah yang lebih kepada anak tersebut.
Dengan demikian penulis memberikan kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat berupa data dan fakta serta informasi dari pihak Polresta Samarinda dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Samarinda, maka secara singkat dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dan Lembaga yang terkait adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh korban sehingga menyulitkan Aparat Penegak Hukum untuk menangani dan memproses kasus pelecehan seksual ini. Mengingat bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di Samarinda setiap tahunnya semakin bertambah dan setiap harinya juga terjadi pelanggaran hak-hak anak (eksploitasi) hal itu juga menjadi tugas kita bersama untuk mencegah agar kasus ini tidak bertambah banyak lagi.



VI. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan 
Dari berbagai pembahasan diatas, maka penulis mengambil dan merumuskan yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini, kesimpulan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
1. Dari sisi perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pelecehan seksual maka bentuknya adalah sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (3) yang antara lain adalah upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupn sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
Dasar perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual adalah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Korban pencabulan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindak kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut. Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pencabulan terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya.
3. Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi korban pencabulan, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan. Korban pencabulan seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit. Penyelesaian hambatan tersebut adalah perlunya korban memproleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

B. Saran
Dari kesimpulan di atas maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi pemerintah maupun masyarakat umum, yaitu ;
1. Seharusnya Aparat Penegak Hukum dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban dengan lebih baik dan cepat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Seyogyanya Pemerintah Daerah mengupayakan kesejahteraan terhadap anak termasuk di dalamnya kehidupan sosial dan pendidikannya
3. Dapat memberikan system perlindungan kepada anak serta adanya kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir perlindungan bagi anak agar di masa depan bangsa ini memiliki generasi yang lebih baik lagi
4. Adanya sosialisasi terus menerus tentang perlindungan dan hak-hak anak
5. Seharusnya hakim dalam pengambilan keputusan terhadap tindak pidana pelecehan seksual hendaknya dibuat secara kasuistik yaitu dengan lebih memperhatikan kekhususan yang ada dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak yang sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil baik dari si terdakwa maupun bagi si korban berdasarkan undang-undang Peradilan Anak.
6. Sebaiknya kepada korban tindak pidana pelecehan seksual hendaknya keluarga korban dan masyarakat tetap memberikan dukungan kepada korban untuk menghindari terjadinya trauma atas perbuatan pelecehan tersebut.
Demikian saran-saran dari penulis semoga bermanfaat dan jika masih ada kekurangan maka penulis siap di kritik untuk perubahan yang lebih baik, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini.
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